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Kajian ini berangkat dari dua tesis yang bertolak belakang. Tesis
pertama mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang
melindungi dan memerintah (pemerintahan). Tesis kedua mengatakan
bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Apakah
masyarakat Toba ‘Itadisional hidup tanpa kerajaan atau pemerintahan
(tesis petama) ataukah masyarakat Toba tradisional telah hidup dalam satu
kerajaan atau pemerintahan yang mengatur (tesis kedua)?

Untuk mengkaji ke(tidak)beradaan pemerintahan atau kerajaan
dalam masyarakat Toba tradisional dilakukan kajian terhadap penciri
utama dari satu pemerintahan (dalam bahasa setempat disebut Harajaon)
seperti struktur, aparatur, kekuasaan, aturan dan ideologi.

Dari hasil kajian ditemukan bahwa sebelum pemerintah kolonialisme
Belanda menguasai tanah Batak, masyarakat Toba tradisional yang
kosmos-religius telah memiliki pemerintahan dalam bentuk kerajaan dan
pemerintahannya juga memiliki birokrasi dan aparatur yang mengatur
tatakehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan setempat. Struktur
Pemerintahan tradisional masyarakat Toba adalah struktur teritorial-
fungsional. Secara teritorial, pemerintahan tradisional masyarakat Toba
tersusun dari Harajaon Huta, Harajaon Horja dan Harajaon Bius. Secara
fungsional pemerintahan tradisional terdiri dari fungsi adat, ekonomi,
pertahanan, keuangan, keadilan dan agama.  Fungsi dijalankan oleh
aparatur yang terdiri dari raja (pimpinan pemerintahan), Pande Bolon
(menjalankan fungsi adat), Pande Raja (menjalankan tfungsi pertahanan),
Pande Mulia (menjalankan fungsi ekonomi), Raja Toguan (menjalankan
fungsi peradilan), Pande Neamora (menjalankan fungsi keuangan), dan
Parbaringin (menjalankan fungsi religi). Raja raja diyakini sebagai
representasi dari dewata sehingga kedudukan dan kekuasaan raja sangat
suci dan sakral dan memiliki hak ilahi atas kekuasaan melalui pemilikan
sahala harajaon atau wibawa kerajaan yang didapat dari dewata. Kehidupan
berpemerintahan juga sudah didasarkan pada aturan dan hukum yang
disebut patik dohot uhum. Pemerintahan tradisional juga memiliki ideologi
yaitu ideologi komunalitas yang mengutamakan harmoni yang dicoraki
oleh kultur religi dan kekerabatan.
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Buku berjudul PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI TRADISIONAL
MASYARAKAT TOBA ini merupakan hasil penelitian yang telah mulai
dilakukan sejak tahun 1995. Namun penelitian secara intensif baik melalui
penelitian Japangan (field research) maupun penelitian dokumen dilakukan
pada tahun 2012 dan awal 2013. Setelah itu hasil penelitian disempurnakan
menjadi satu buku pada tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan karena ada keraguan dari banyak pihak
tentang keberadaan pemerintahan tradisional dalam masyarakat Toba
sebagai satu etnik dominan (mendiami empat kabupaten) di Provinsi
sumatera Utara. Untuk mengetahui keberadaan pemerintahan tradisional
dalam masyarakat Toba dilakukan kajian berdasarkan penciri utama dari
birokrasi pemerintahan tradisional yang meliputi struktur dan aparatur
birokrasi, ideologi, kekuasaan raja serta aturan dan hukum terkait dengan
hidup berpemerintahan.

Memang sulit untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keberadaan
pemerintahan dan birokrasi tradisional dari masyarakat Toba pada masa
lalu (sian narobi ni narobi) karena tidak dilihat oleh mata dan juga tidak
didengar oleh kuping (so diida mata i jala so dibege pinggol huhut). Sementara
dokumen sebagai bukti keberadaan pemerintahan dan birokrasi dalam
masyarakat Toba tradisional sulit ditemukan. Tetapi dengan menggunakan
berbagai sumber yang terbatas ditambah dengan wawancara mendalam
serta observasi untuk melihat bukti-bukti historis dan dokumen maka
keberadaan pemerintahan dan birokrasi tradisional dari masyarakat Toba
akhirnya dapat dideskripsikan seperti dalam buku ini.

Apa yang telah saya tulis menjadi buku didasarkan atas wawancara
(tangkas sinungkun do sian raja namamboto) dan berdasarkan dokumen
(jinaha sian naung sinurat ni raja parbinoto) dan hasil analisis dan
pembahasan (sinurathon sian nasa parbinotoan). Karena itu banyak pihak
yang ikut membantu. Atas bantuan berbagai pihak hingga selesainya
naskah buku ini saya mengucapkan terimakasih. Terimakasih spesial perlu
saya ucapkan kepada isteri saya Siti Sophia Simbolon yang ikut serta ketika
mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dan pencarian dokumen
dan juga kepada anak saya dr. Humbert Mardongan Tua Sorimangaraja

Silalahi yang memberi semangat hingga selesainya naskah ini.
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Bab 1

Mcnyoa] I eberadaan Pemerintahan dalam
Masgarakat T_ra&i5i01wa|

1 nstitusi yang paling menentukan keberhasilan mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat adalah pemerintah dan birokrasi.
Karenanya pemerintah bukanlah suatu institusi yang baru dalam
kehidupan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat tradisional atau
masyarakat kuno. Masyarakat tradisional telah memiliki pemerintahan
untuk mengatur kehidupan “bermasyarakat’, “berpemerintahan” dan
“bernegara”. Dalam kehidupan masyarakat sejak beribu-ribu tahun yang
lalu, baik negara maupun pemerintah telah ada dalam bentuknya yang
sederhana. Hanya saja, dalam masyarakat tradisional pada masa lalu atau
pada masa negara primitif, ukuran pemerintah pada umumnya sangat kecil
dan sederhana. Pemerintah juga dibutuhkan kini dan yang akan datang.
Pemerintah telah menjadi salah satu institusi yang paling terkemuka di
dalam masyarakat modern. Masa kini dan yang akan datang, masyarakat
memiliki negara dan pemerintahan dengan wilayah yang luas dan
administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk sehingga
membutuhkan lingkup pemerintah yang besar dan kompleks. Negara
modern memerlukan pemerintah yang besar.

Jadi, pemerintah telah menjadi suatu institusi penting bukan saja
dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat tradisional.
Pemerintah sangat diperlukan bagi keberadaan negara tradisional
maupun negara modern. Pemerintah, baik dalam masyarakat tradisional
maupun modern, diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan
masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, bahkan
meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka'. Keunggulan
pemerintah menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, tradisional maupun



modern. Ini berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas
administratif dengan cara mengorganisasi dan mengkoordinasi pekerjaan
banyak orang secara sistematis dalam rangka memperbaiki, memelihara
dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administratif.

Pemerintahan sudah ada dalam masyarakat tradisional Indonesia
jauh sebelum pemerintahan kolonialisme Belanda menguasai Indonesia.
Pemerintahan yang ada dalam masyarakat tradisional Indonesia disebut
“pemerintahan kerajaan” Kemudian pemerintahan kerajaan tradisional
tersebut mengalami perubahan mendasar ketika kolonialisasi merajalela di
banyak dari apa yang disebut sebagai negara-negara sedang berkembang
terutama di Asia dan Afrika. Ketika dominasi kolonialisme menguasai
negara-negara sedang berkembang, “bentuk-bentuk kekuasaan yang
Jama telah merosot dan berubah; pemerintahan-pemerintahan primitif
dan negara-negara tradisional, berikut birokrasi-birokrasinya, telah
menghilang atau mengalami transformasi-transformasi. Transformasi
sistem politik tradisional pada umumnya berhubungan dengan kolonisasi
modern ataupun bentuk variasinya yang lebih lemah, ketergantungan.
Apter  (1965) menganggap kolonialisme itu sebagai “kekuatan
modernisasi” (a modernizing force), sebagai “sebuah model melalui mana
modernisasi diuniversalkan™ . Mutasi-mutasi politik telah mulai terjadi
di banyak negeri-negeri sedang berkembang itu, dan telah menggantikan
penyesuaian-penyesuaian yang dibawa oleh dominasi kolonial™. Kemudian
pemerintahan tradisional digantikan oleh pemerintahan modern yang
diperkenalkan oleh negara-negara kolonial ke negara-negara jajahan
mereka. Pemerintahan yang diperkenalkan itu disebut “pemerintahan
kolonialisme”.

Ketika Pemerintah Kolonialisme Belanda masuk ke Indonesia dan
menguasai Sumatera Utara, termasuk Daerah Tapanuli dan Wilayah Toba,
pada awalnya kondisi masyarakat dan “pemerintahan tradisional” asli tetap
dibiarkan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan susunan dan
struktur masyarakat hukum adat. “Desa” berhak untuk mengatur kehidupan
masyarakat dan pemerintahan setempat sesuai dengan kebutuhan
“desa” yang bersangkutan. Tetapi lambat laun pemerintah Kolonialisme
Belanda mulai melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat dan
kehidupan berpemerintahan lokal untuk kepentingan politik penjajah.
Satu bentuk intervensi yang dilakukan ialah dikeluarkannya peraturan
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perundang—undangan yang mengatur tentang “desa” untuk pertama kali
sebagaimana diatur dalam pasal 71 Regeerings Reglement 1854 atau pasal
128 Indischestaatsregeling. Desa atas pengesahan Residen berhak memilih
Kepala Desa dan pemerintahan desanya sendiri. Sejak Pemerintahan
Kolonial Belanda menetapkan peraturan khusus untuk masyarakat desa,
sejak itu pula ikut campur dalam kehidupan masyarakat tradisional.

Konsekuensi-konsekuensi langsung dari situasi kolonial, tidak
terkecuali di Indonesia, menurut Balandier ialah denaturasi unit politik
tradisional: teritorial menjadi terpecah belah oleh pembagian kolonial;
degradasi melalui depolitisasi: manakala unit politik tradisional tidak
dihancurkan, karena perlawanannya terhadap kemapanan para kolonialis
itu, ia pun diperkecil tak lebih dari suatu kondisi eksistensinya saja;
pecahnya sistem kekuasaan terbatas tradisional: hubungan yang dibangun
antara kekuasaan dan pendapat umum, suatu mekanisme yang menjamin
persetujuan dari mereka yang diperintah itu, termasuk yang melibatkan
hal-hal yang suci telah diganggu oleh keberadaan administrasi kolonial; dua
sistem kekuasaan dan kewenangan yang tak terdamaikan: pembentukan
kekuasaan kolonial sebagai asal-usul dari suatu proses yang berakibat
terjadinya transisi dari tipe kewenangan “patrimonial” kepada tipe
kewenangan birokratik; desakralisasi parsial atas kekuasaan: memperlemah
kekuasaan dan kewenangan dengan desakralisasi atas kedudukan raja
dan pengetua-pengetua adat. Kekuasaan para penguasa dan pengetua
adat diabsahkan lebih melalui rujukannya dengan pemerintah kolonial
ketimbang merujuk kepada prosedur-prosedur kuno*.

Dengan demikian di banyak negara-negara sedang berkembang,
termasuk Indonesia sebelum menjadi negara kesatuan, telah ada beberapa
negara dan pemerintahan atau kerajaan tradisional dengan birokrasinya
yang berfungsi untuk mengatur, melindungi dan menjaga persatuan,
perdamaian, keadilan serta memberi keamanan, ketertiban, keteraturan
lokal, pelayanan untuk kepentingan publik. Keberadaan negara dan
pemerintahan kerajaan dalam masyarakat tradisional di Indonesia antara
lain ditemukan pada beberapa kelompok masyarakat tradisional. Dalam
masyarakat Jawa terdapat Kerajaan Majapahit sampai pada kerajaan-
kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta, dalam masyarakat Jawa Barat
atau Sunda ditemukan kerajaan Padjadjaran dan Kerajaan Galuh, dalam
masyarakat Sumatera Selatan ada Kerajaan Sriwijaya, dalam masyarakat
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Swnatera Barat alau Minangkabauo ditemukan Kerajaan Pagaruyung,
dalam masyarakat Kalimantan terdapat Kerajaan Kertanegara, masyarakat
Sulawesi memiliki Kerajaan Bone.

Bagaimana dengan Masyarakat Toba Tradisional di Swmatera Utara,
apakah sudah ada pemerintahan dan birokrasi yang mengatur kehidupan
bersama mereka? Tesis dari Lance Castles mengatakan bahwa tanah Batak
makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah’. Ia juga
mengatakan bahwa sebelum pemerintah kolonial Belanda masyarakat
Batak-Toba sebagai tak bernegara (statelesness),  tidak memiliki
pemerintahan’. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Simanjuntak yang
mengatakan, “Orang Batak dabulu sebelum kedatangan Belanda, tidak
mempunyai suatu susunan pemerintahan yang teratur dan tegas bidang-
bidang dan tanggung jawabnya, seperti yang dimiliki oleh Kerajaan-
kerajaan di Jawa seperti Kediri, Singosari, Mataram, Majapahit, dan
sebagainya. Sampai sekarang penulis masih belum yakin bahwa ada suatu
kerajaan yang betul-betul seperti kerajaan-kerajaan di negeri-negeri Lropa
pada abad pertengahan, terdapat di tanah Batak. Kalaupun ada kerajaan
yang dipimpin oleh Sisingamangaraja, namun sifat dan bentuknya tidalk
seperti kerajaan-kerajaan di Eropa maupun di Jawa. Karena itu kesimpulan
penulis bahwa kerajaan di tanah Batak amat berbeda. Kalau diukur secara
kerajaan di Eropa maupun di Jawa maka apa yang terdapat di tanah Batal:
bukanlah kerajaan™.

Akan tetapt informasi etnografis, yang didasarkan kepada risel
langsung, menunjukkan adanya keragaman yang luas dari bentuk-bentuk
politik primitif di banyak kawasan. Keragaman ini menuntut klasifikasi
dan tipologi, tetapl dari segalanya, meniscayakan pertanyaan awal akan
delinisi dan delimitasi tentang wilayah politik’. Kaum maksimalis, yang
menekankan sumber-sumber kuno dan yang masih dirujuknyaitu, mungkin
akan mempergunakan motto dari pandangan Bonald bahwa lidak pernah
ada masyarakat tanpa pemerintahan'. Dalam politiknya Aristoteles melihat
manusia sebagai makluk yang secara “alamiah” politis dan mengidentifikasi
negara sebagai kelompok sosial yang, karena ia merasuk semua kelompok
lain dan mengatasinya dengan kuasa, secara faktual dapat menjadi sesuai
dengan kehendaknya sendiri. Manakala kesimpulan logisnya ditarik, cara
penafsiran seperti ini membawa kepada identifikasi total suatu unit politik

dengan masyarakat sebagai suatu keseluruhan''.
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Sementara itu Nadel berpendapat bahwa tiap masyarakat memiliki
unit politik (pemerintah) dan semua masyarakat politik memiliki pranata
politik, yaitu pemerintahan yang mengontrol dan menjaga kelompok
masyarakat yang lebih besar sebagai unit politik. Nadel menulis, “Manakala
seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik (penulis,
pemerintah), dan bila ia berbicara tentang masyarakat itu, ia harus
mempertimbangkan yang lainnya sebegitu rupa sehingga pranata politik
(pemerintah) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan yang
lebih besar, yakni masyarakat itu sendiri”"?

Jadi, semua masyarakat politik memiliki pemerintahannya sendiri"’
yang mengontrol dan menjaga kelompok masyarakat yang lebih besar
sebagai organisasi politik yang didefinisikan oleh Schapera sebagai aspek
dari organisasi total yang menjamin terbentuknya serta kelanggengan
“kerjasama internal dan kemerdekaan eksternal”*. Masyarakat yang tidak
terorganisir atau yang tidak memiliki organisasi politik atau tidak memiliki
pemerintahan akan hidup dalam sebuah keadaan tidak teratur atau anarki’.

Baik secara antropologis maupun secara sosiologis, Batak Toba
adalah satu kelompok masyarakat bahkan menjadi salah satu etnis terbesar
di Sumatera Utara. Karena setiap masyarakat memiliki pemerintahan yang
melindungi dan mengatur kehidupan bersama mereka (Bonald dan Nadel),
dan karena Batak Toba adalah masyarakat, maka perlu dilakukan kajian
tentang keberadaan pemerintahan dalam Masyarakat Toba Tradisional
yang mengontrol dan menjaga kehidupan bersama masyarakat Toba.

Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan lebih lanjut tentang
keberadaan (tesis dari Donald dan Nadel) pemerintahan dalam Masyarakat
Toba Tradisional dilakukan kajian atas penciri utama dari masyarakat

16, aparatur'’,

tradisional, berpemerintahan yang terdiri dari struktur
kekuasaan, aturan hukum’® dan ideologi'. Struktur terkait dengan peranan
dan hubungan-hubungan peranan, alokasi kegiatan, distribusi otoritas di
antara posisi-posisi administratif. Aparatur berkenaan dengan pihak yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan.
Aturan hukum sebagai petunjuk formal bagi perilaku seluruh aparatur

dan masyarakat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam hidup
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LAMPIRAN 1:

Perbedaan Cirj Batak Tapanuli Indonesia vs Batak Palawan Filipina.

Ciri-ciri

e Ras

e Rambut

e Pemukiman

¢ Sumber
penghidupan

e Persediaan
makanan

 Pakayan
tradisional
abad 18

e Cara ibu-ibu
membawa
barang

Batak Tapanuli Indonesia

Batak Palawan

e Bentuk rumah

Filipina
Melayu Tua Negrito
Lurus Keriting

Menetap di satu tempat
pemukiman alias tidak suka
berpindah-pindah

Bercocok tanam

Menyimpan persediaan
dalam lumbung

Mendirikan rumah di atas
tiang balok kayu yang
besar, kokoh, berat dan
tinggi, menggunakan atap
injuk, rumah melengkung
seperti perahu.

Terbuat dari kulit kayu

Menggendong di punggung

Pengembara atau
berpindah-pindah

Berburu dan
mengumpulkan hasil
hutan

Mencari makanan
untuk kebutuhan
setiap hari

Mendirikan rumah
di atas tiang kayu
atau bambu yang
ringan,
menggunakan atap
rumbia, rumah lurus
panjang,

Terbuat dari Ulos

Menjunjung di atas
kepala

Sumber: Bisuk Siahaan. 2005.
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LAMPIRAN 2:

Persamaan Ciri Suku Karen dan Suku Batak Toba Tapanuli

. Menenun pakaian dengan alal tenun dari kayu yang sangat sederhang
2. Pakaian dari kain tenun
3. Mata Pencaharian Bertani dan beternak
4. Keluarga makan bersama dari sebuah piring besar dan menggunakan
jari tangan
5. Makanan utama Nasi
6. Kebiasaan wanita dan pria makan sirih
7. Wanita mengerjakan semua jenis pekerjaan, sedangkan laki-laki tidak
8. Perkawinan menganut paham monogami
9. Mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan
10. Menggendong anak di punggung
1. Mempunyai banyak tabu atau pantangan
12, Hapal semua hukum dan larangan
13. Percaya bahwa manusia memiliki roh
14, Secara teratur mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa agar
panen melimpah dan dijauhkan dari marabahaya
Sumber: Bisuk Siahaan. 2005,
LAMPIRAN 3:

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JENDERAL TENTANG SILSIALH
LELUHUR SISINGAMANGARA]J 25 MARET 1908. SUMBER ANRI

O O

SRS

BESLUIT 25 MARET 1908 NO. 19

5i Saillan golar OMPU PULO BATU BR MARGA SAGALA
SiSoenting marga Sinambela

Si Saoel marga Sinambla

Si Boetal marga Sinambela

Si Sahoedal marga Sinambela

Si Tambok marga Sinambela

Si Mangindang marga Sinambela

Si Barita marga Sinambela

Si Nantikal gelar nai barita lobe marga Boru Nadeak
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10.
11.
12.
13
14.
135.
16.
17.
18.

Si Sabilan marga Sinambela

Si Pangarandang marga Sinambela

Si Poernama marga Sinambela

Si Nagok Marga Sinambela

Si Nainga golar nantoean nagari marga Boru Situmorang
Ama ni Poelo Batoe marga Sinambela

Ompoe Sosoehaton marga Sinambela

Si Hipang marga Sinambela

Pakilim marga Sinambela

Lampiran 4:

Doa Raja Parbaringin Kepada Sisingamangaraja

Ompung Raja Si Singamangaraja:

Hupio hutonggo, hupangalualui, sahala ni rajanta Si Singamangaraja,
Singa mangalompoi, Singa so halompoan, Sisingahon harajaon di jolma
si birong mata,

Pinompar ni Si Raja Batak sian tano Bakkara toba, na mardingdinghon
dolok, na marhirehirchon ombun, parsampuran maragapagap,
sampuran marugupugup, parbinanga  si solahuta  pargadu-gadu
siboltak langit, parmuara baba lubis, parpintu alogo laut, partao na
songon salaon ginaru, pariap-riap na songon hambing na modom,
Parsombaon harangan sulusulu, parack na manuruk, sulu-sulu ni
Debata, sulusulu ni sombaon, si sulu hata pintor, si sulu hata geduk,
Parpartungkoan  sangka  madcha,  parhariara parjuragatan,
parjuragatan ni anak na martua dohot boru na marharatan,
Parmanuk-manuk  patiaraja, manuk patiarajo holing, na malo
marhata-hata, na tumundalhon jau na dumompakhon toba,

Parbale tungkup, bale parsombaiangan, iangiang ni Debata, tangiang
ni Sombaon.

Parbale pasogit, bale paruhuman, mulani solup siopat bale, parmasun
sisampuludua solup, ampang sisampululima solup, gantang pamonaran
hatian tarajua,

Parbatuan si sada ihot, parninggala sibola tali, na tu ginjang sora
mungkit, tu toru so ra monggal, sitingkos ni ari sijunjung #i 11i1ggRor.
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9. Raja Si Singamangaraja, Anggi ni partubu haha ni harajaon, raja ni
ubi, raja tiang ni tano, tanduk so suharon, mata ni ari so dompahon,
hatana so jadi laosan, tonana na so tupa juaon,

10.  Raja na pitu hali malim, na pitu hali solam, Sinolamhon ni Ompunta
Mulajadi Nabolon,

11.  Parpiso gaja dompak, piso Solam Debata, Diumpat marsillam-sillam tu
SArung mMarungur-ungur,

12, parpiso pangabas di jolo pangabas di pudi, mangabas begu jau,
mangabas begu toba,

13.  Parhujur siringis, hujur sifonggo mual, mual sipangolu, si pangolu
partondion,

14.  Parlage-lage sibabiat, lage-lage haomasan, lage tiniaran ni situan
gading habonaran,

15.  Parulos sende huliman, ulos sitonggo alogo, Partumtuman hain sutora
nalam, partali-tali tumpal pinarhalung,

16.  Partabu-tabu pagar pangurason, tabu-tabu sitarapullang, ia sian i
dalanna ro, tu si dalanna sumuang,

17.  Pargaja dolok, pargaja puti, patiurhon di jolo, patiurhon di pudi.
parmahan so tumiop batahi, pamuro so tumiop sior, sitiop batuan na
sora teleng, hatian so bonaron,

18.  Paradat sijujung ni ninggor, paruhum sitingkos ni ari. Sipalua na
larbeany, sitanggali na tartali. Sirungrungi na dapot bubu, siharhari na
dapot sambil, sipalua na tarbeang, sitanggali na tartal, sirimbas di na
geduk, sipaninggala si bola tali.

19. Raja pangaitan ni sangap, pangahitan ni badia, sihorus na gurgur,
siambai na longa.

20. Raja pangidoan di gabe, pangidoan parhorasa, pangidoan ni anak na
martua dohot boru na marhata, gabe ni na niula dohot sinur ni na
pinahan.

Terjemahan :

1. Kuseru, kudoakan, kusampaikan syafaat, sahala dari raja kami
Sisingamangaraja, Singa yang melampaui, Singa yang tak terlampaui,
yang mengatur kerajaan manusia bermata hitam,

2. Keturunan Si Raja Batak dari Bakkara toba, yang berdinding bukit,

bertirai embun, mempunyai air terjun yang terus menerus mengalir,
air terjun bergemuruh, yang mempunyai sungai mengalir membelah
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10.

11.

12:

13.

14.

kampung, yang mempunyai pematang pengoyak langit, bermuarakan
ngarai lubis, memiliki danau seperti nila diaduk, beriak-riak seperti
kambing tidur,

Pemilik kuda silintong, punya ayam Patiaraja holing, duduk di
singgasana, pintar berbicara.

Pemilik tempat persembahan hutan sulu-sulu, terang dari sembahan,
terang dari Debata, menerangi kata yang benar, memadamkan kata
yang salah,

Pemilik tempat musyawarah bernama sangka madeha, punya pohon
hariara tempat merundingkan kemerdekaan, kemerdekaan putera
yang bertuah dan putri yang membawa kebahagiaan.

Pemilik balai meru, balai persembahyangan, tempat bersemayam
Debata, bersemayam Yang Disembah,

Pemilik balai pasogit (tempat memuja dan berdoa dan tempat roh
leluhur), balai memberi hukuman, ruang batu yang dapat dibuka dan
ditutup, batu satu ikatan,

Pemilik solup (takaran dari bambu) yang empat balai, tempat emas
dua belas takaran, ukuran yang pasti, menegakkan kebenaran.

Raja Singamangaraja, adik menurut kelahiran, abang dalam kerajaan,
raja dari yang tumbug dan berkembang, raja tiang tanah, tanduk yang
tak dapat dibalikkan, matahari yang tak dapat dipandang, amanatnya
yang tak dapat diingkari, pesannya tidak boleh ditolak,

Raja yang tujuh kali saleh, tujuh kali suci, disucikan oleh yang mulia
Mulajadi Nabolon,

Pemilik pisau berlambang Gaja Dompak, pisau bernama Solam
Debata, dicabut berkilauan di sarung bergetar-getar, berpisau halasan,
beralaskan kepada kemakmuran, agar lahir putra yang berwibwa dan
putri yang kaya raya,

Pemilik pisau pelindung di depan, punya pisau pelindung di belakang,
untuk mengusir setan jauh dan setan toba.

Pemilik lembing kecil mungil siringis, lembing mendatangkan air
bersih, air bersih pemberi hidup, pemberi hidup roh,

Pemilik tikar seperti kulit harimau, tikar berbenang emas, tikar yang
diterangi oleh raja kebenaran;

Pemilik wulos sende hulimin (sutera berbunga), ulos yang dapat
mendatangkan angin, bermahkotakan kain sutera hitam, berdestar
mahkota kepala yang dililitkan,
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18.

20.

Pemilik tabu-tabu tempat minyak pentahiran, tabu-tabu disebut
sitarapullang, dari situ jalannya datang dari situ jalannya pulang,
Pemilik gajah di bukit, pemilik gajah putih, pemberi terang di depan,
pemberi terang di belakang, pengggembala tak memegang pecut,
pengusir burung di sawah tak memegang busur, penegak kebenaran,
tegak yang tidak miring,

Raja yang mengutamalkan kebajikan, pemilik hukum membela yang
benar, pembebas orang yang terpasung, melepaskan yang terikat,
melepas ikan yang dapat jaring bubu, melepaskan burung yang dapat
sambil, meluruskan yang bengkok, membuat subur,

Raja tempat memohon wibawa, memohon kesucian, meratakan yang
berlebihan, menambah yang berkekurangan.

Raja tempat memohon kemakmuran, tempat memohon kesehatan,
tempat memohon keturunan, putra yang bertuah dan puteri yang
berpengetahuan, subur pertanian dan berkembangbiak ternak,
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Kajian ini berangkat dari dua tesis yang bertolak belakang. Tesis
pertama mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu
kerajaan yang melindungi dan memerintah (pemerintahan). Tesis
kedua mengatakan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa
pemerintahan. Apakah masyarakat Toba Tradisional hidup tanpa
kerajaan atau pemerintahan (tesis petama) ataukah masyarakat Toba
tradisional telah hidup dalam satu kerajaan atau pemerintahan yang
mengatur (tesis kedua)?

Untuk mengkaji ke(tidak)beradaan pemerintahan atau kerajaan
dalam masyarakat Toba tradisional dilakukan kajian terhadap penciri
utama dari satu pemerintahan (dalam bahasa setempat disebut
Harajaon) seperti struktur, aparatur, kekuasaan, aturan dan ideologi.

Dari hasil kajian ditemukan bahwa sebelum pemerintah
kolonialisme Belanda menguasai tanah Batak, masyarakat Toba
tradisional yang kosmos-religius telah memiliki pemerintahan dalam
bentuk kerajaan dan pemerintahannya juga memiliki birokrasi dan
aparatur yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan
berpemerintahan setempat. Struktur Pemerintahan tradisional

masyarakat Toba adalah struktur teritorial-fungsional.

Pencrbhit BINAMEDIA PERINFIN - SENS/E Y )
Hoo Scua Budt Noo 47900 Limjungesan !
Nedan Jols?
Telp (OCTYS2ES22S Fax (00 1) 82 2060S
-l biasmedia-peninus ahinameda cond |
W arie Donamedia coond A |
gl se

(T






